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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG 

NOMOR : 11 /RENKEU/2022 
 

TENTANG 
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT                                                                  
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf h Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dan 

untuk terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil 

sehingga perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
kegiatan dimaksud; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 
Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2022;   
 

Mengingat :   1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah                       
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755);  
 

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 54 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);   
  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  

 

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021            

Nomor 5);    
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 
13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2021 Nomor 13);     
 

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 Nomor 33).     



Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.  
 

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor : 050/65/PBJ/2022 tanggal, 12 Januari 2022 Perihal 
Penugasan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 

      

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
 

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai 
berikut :   

 

Nama  : KHAIRUL ANWAR, SE 

Pangkat  / Gol  : Penata TK.I (III/d)  
NIP  : 19720712 200501 1 009 

Jabatan  : Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat    

 

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 

 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan  

d. melaksanakan E-purchasing yang benilai paling banyak                     
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)      

 

KETIGA : Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan 
yang setiap bulannya sebesar  Rp. 680.000,- (enam ratus delapan 

puluh ribu rupiah).  
 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, Bagian 

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Kode 
Rekening 4.01.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002 (Belanja Honorarium 

Pengadaan Barang/Jasa).  
 

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.  
      
 

Di tetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal , 20 Januari 2022                          
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ 
PENGGUNA BARANG, 

 

ttd 
 

 

AGUS SANUSI 
 


